BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 7} TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

2.

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun
2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Il
Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 54  Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan



Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000



10.

11.

12.

13.

14.

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tahun 2016 Nomorll4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden



21.

22.

23.

24.

25.

26.

Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 398);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Keija Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

28.

29.

30.

31.

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022
tentang Perubahan atas Nomor 190/PMK.07/2021 tentang



32.

33.

34.

35.

36.

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 819);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 363);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2019 Nomor 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);



Menetapkan

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2022 Nomor 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2024-2044 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 7);
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34);
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun
2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2022 Nomor 30);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun
2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2023 Nomor 22);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun
2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTU SKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.



Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan
yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang
bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu
dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau
pencapaian Kkineija tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah,
pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau
kesejahteraan masyarakat.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Ketja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.



12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula

sebesar Rp.2.018.834.850.495,- bertambah sebesar Rp.154.838.611.355,-

sehingga menjadi Rp. 2.173.673.461.850,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.938.834.850.495,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 132.658.628.028.-

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.071.493.478.523,-
2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 2.018.834.850.495,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 154.838.611.355,-

Jumlah Belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.173.673.461.850,-
3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 80.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.179.983.327,-

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 102.179.983.327,-
b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(bertambah) Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,-
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 102.179.983.327,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 3
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanjung Jabung

Barat ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Tahun Anggaran 2025;



Lampiran I

Lampiran IlI

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Hibah berupa uang yang diterima serta SKPD Pemberi
Hibah Tahun Anggaran 2025;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat penerima dan
Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang
diterima serta SKPD Pemberi BantuanSosial Tahun
Anggaran 2025;

Daftar nama Calon Penerima, alamat penerima, dan
Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum yang
diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2025;

Daftar nama Calon Penerima, alamat penerima, dan
Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran
2025;

Rincian Dana Otonomi Khusus menurut wurusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran
2025;

Rincian DBH-SDA pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi menurut urusan Pemerintah Daerah,
organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan
pembiayaan Tahun Anggaran 2025;

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok , Jenis Objek, Rincian Oebjek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran
2025;



10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat pada Daerah perbatasan dalam rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang
Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan

Negara Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal, to OMob<r 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
C .

ANWAR SADAT
Diundangkan di Kuala Tungkal
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4

4.1

4.1.01

4.1.01.08

4.1.01.08.10

4.1.01.08.10.0001

4.1.01.09

4.1.01.09.01

4.1.01.09.01.0001

4.1.01.09.02

4.1.01.09.02.0001

4.1.01.11

4.1.01.11.01

4.1.01.11.01.0001

4.1.01.12

4.1.01.12.01

4.1.01.12.01.0001

4.1.01.13

4.1.01.13.01

4.1.01.13.01.0001

4.1.01.14

4.1.01.14.28

4.1.01.14.28.0001

4.1.01.14.30

4.1.01.14.30.0001

4.1.01.14.37

4.1.01.14.37.0001

4.1.01.15

4.1.01.15.01

4.1.01.15.01.0001

4.1.01.16

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,

Lampiran | :

Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 27 Tahun 2025
Tanggal : 10 Oktober 2025

OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN

2
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pajak Daerah
Pajak Hiburan
Pajak Pertandingan Olahraga
Pajak Pertandingan Olahraga
Pajak Reklame

Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/
Megatron

Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/
Megatron

Pajak Reklame Kain

Pajak Reklame Kain

Pajak Parkir

Pajak Parkir

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)

Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)

Pajak Tanah Liat

Pajak Tanah Liat

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2)

PBBP2
PBBP2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)

SIPD-RI: dicetak pada 2025-10-11 15:39:14

SEBELUM
JUMLAH (Rp)

3

150.831.480.309,00
62.718.077.687,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

514.000.000,00

460.000.000,00

460.000.000,00

54.000.000,00
54.000.000,00
25.900.000,00
25.900.000,00
25.900.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

5.300.000.000,00

5.300.000.000,00

5.300.000.000,00

5.500.000.000,00

SESUDAH
JUMLAH (Rp)

4

146.590.263.595,00
53.624.259.216,00
0,00

0,00

0,00

514.000.000,00

460.000.000,00

460.000.000,00

54.000.000,00
54.000.000,00
0,00

0,00

0,00
540.000.000,00
540.000.000,00
540.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
2.000.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.883.700.000,00

1.883.700.000,00

5.300.000.000,00

5.300.000.000,00

5.300.000.000,00

5.500.000.000,00

SELISIH (Rp)

-4.241.216.714,00
-9.093.818.471,00
-2.000.000,00
-2.000.000,00
-2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-25.900.000,00
-25.900.000,00
-25.900.000,00
515.000.000,00
515.000.000,00
515.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
2.000.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.883.700.000,00

1.883.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Halaman 1
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4.1.01.16.01

4.1.01.16.01.0001

4.1.01.18

4.1.01.18.01

4.1.01.18.01.0001

4.1.01.19

4.1.01.19.01

4.1.01.19.01.0001

4.1.01.19.02

4.1.01.19.02.0001

4.1.01.19.02.0002

4.1.01.19.03

4.1.01.19.03.0001

4.1.01.19.03.0006

4.1.01.19.04

4.1.01.19.04.0001

4.1.01.19.05

4.1.01.19.05.0002

4.1.01.19.05.0009

4.1.01.20

4.1.01.20.01

4.1.01.20.01.0001

4.1.01.21

4.1.01.21.01

4.1.01.21.01.0001

4.1.02

4.1.02.01

4.1.02.01.01

4.1.02.01.01.0001

4.1.02.01.01.0002

4.1.02.01.01.0003

URAIAN

2
BPHTB-Pemindahan Hak
BPHTB-Pemindahan Hak

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(MBLB)

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(MBLB)

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(MBLB)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
PBJT-Makanan dan/atau Minuman
PBJT-Restoran

PBJT-Tenaga Listrik

PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain

PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan
Sendiri

PBJT-Jasa Perhotelan
PBJT-Hotel
PBJT-Losmen
PBJT-Jasa Parkir

PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat
Parkir

PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau
Busana

PBJT-Olahraga Permainan dengan
Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan
dan Perlengkapan untuk Olahraga dan
Kebugaran

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen PKB

Opsen PKB

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB)

Opsen BBNKB

Opsen BBNKB

Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Keliling

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Pembantu

SIPD-RI: dicetak pada 2025-10-11 15:39:14

SEBELUM
JUMLAH (Rp)

3
5.500.000.000,00

5.500.000.000,00

1.685.050.000,00

1.685.050.000,00

1.685.050.000,00

21.798.434.126,00
4.150.000.000,00
4.150.000.000,00
17.160.434.126,00

15.592.866.459,00

1.567.567.667,00

475.000.000,00
450.000.000,00
25.000.000,00

0,00

0,00

13.000.000,00

8.000.000,00

5.000.000,00

15.598.022.618,00
15.598.022.618,00

15.598.022.618,00

12.217.670.943,00

12.217.670.943,00
12.217.670.943,00
2.599.500.000,00
651.500.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

SESUDAH
JUMLAH (Rp)

4
5.500.000.000,00

5.500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

23.657.866.459,00
4.150.000.000,00
4.150.000.000,00
18.892.866.459,00

15.592.866.459,00

3.300.000.000,00

550.000.000,00
515.000.000,00
35.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

15.000.000,00

8.000.000,00

7.000.000,00

8.719.372.450,00
8.719.372.450,00

8.719.372.450,00

7.333.020.307,00

7.333.020.307,00
7.333.020.307,00
46.228.769.016,00
43.283.329.016,00
42.989.372.016,00

6.740.622.014,00

4.100.000,00

119.220.000,00

SELISIH (Rp)

0,00

0,00

-1.685.050.000,00

-1.685.050.000,00

-1.685.050.000,00

1.859.432.333,00
0,00
0,00
1.732.432.333,00

0,00

1.732.432.333,00

75.000.000,00
65.000.000,00
10.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

-6.878.650.168,00
-6.878.650.168,00

-6.878.650.168,00

-4.884.650.636,00

-4.884.650.636,00
-4.884.650.636,00
43.629.269.016,00
42.631.829.016,00
42.989.372.016,00

6.740.622.014,00

4.100.000,00

119.220.000,00

Halaman 2
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